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Pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan 

(HKm) di Gapoktanhut Pujo Makmur menempatkan masyarakat sebagai pelaku 

utama dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keseimbangan 

ekologi. Modal sosial menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas 

pengelolaan sumber daya hutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi unsur-unsur modal sosial masyarakat serta mengevaluasi tingkat 

modal sosial dalam pengelolaan HKm di Gapoktanhut Pujo Makmur, Kabupaten 

Pesawaran, Provinsi Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara 

menggunakan kuesioner terhadap 67 responden yang dipilih melalui teknik simple 

random sampling dengan rumus Slovin dari total 205 anggota. Analisis dilakukan 

berdasarkan enam pilar modal sosial: organisasi dan jaringan, kepercayaan dan 

solidaritas, aksi kolektif dan kerja sama, informasi dan komunikasi, kohesi sosial 

dan inklusi, serta pemberdayaan dan aksi politik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa seluruh unsur modal sosial telah terbentuk dengan kekuatan utama pada 

tingginya tingkat kepercayaan, solidaritas, dan struktur organisasi yang jelas. 

Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek partisipasi aksi kolektif, rendahnya 

jejaring eksternal, serta pemberdayaan yang belum optimal. Tingkat modal sosial 

masyarakat berada pada kategori dasar hingga substansial menurut kontinum 

Uphoff. Modal sosial telah berkembang dari sekadar norma menjadi praktik yang 

memberikan manfaat nyata bagi anggota, meskipun penguatan kapasitas 

kelembagaan dan perluasan jaringan eksternal tetap diperlukan untuk keberlanjutan 

pengelolaan. 

 

Kata Kunci: aksi kolektif dan kerja sama, informasi dan komunikasi, 

kepercayaan dan solidaritas, kohesi sosial dan inklusi, organisasi 

dan jaringan  
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COMMUNITY SOCIAL CAPITAL IN COMMUNITY FOREST 

MANAGEMENT IN GAPOKTANHUT PUJO MAKMUR KPH 

PESAWARAN 

 

 

By 

 

 

DELSA BONITA SARI SIMANULLANG 

 

 

 

Sustainable forest management through the Community Forest (HKm) scheme at 

Gapoktanhut Pujo Makmur positions the community as the primary actor in 

improving well-being while maintaining ecological balance. Social capital is a 

crucial factor in determining the effectiveness of forest resource management. This 

study aims to identify the elements of community social capital and evaluate the 

level of social capital in HKm management at Gapoktanhut Pujo Makmur, 

Pesawaran Regency, Lampung Province. The research method employed a 

qualitative descriptive approach, with primary data collected through interviews 

using a questionnaire administered to 67 respondents selected via simple random 

sampling using the Slovin formula from a total of 205 members. The analysis was 

conducted based on the six pillars of social capital: organizations and networks; 

trust and solidarity; collective action and cooperation; information and 

communication; social cohesion and inclusion; and empowerment and political 

action. The results of the study indicate that all elements of social capital have been 

established, with the primary strengths being high levels of trust, solidarity, and a 

clear organizational structure. However, there are still weaknesses in collective 

action participation, limited external networks, and suboptimal empowerment. The 

community’s level of social capital falls within the elementary to substantial 

category on Uphoff’s continuum. Social capital has evolved from mere norms into 

practices that provide tangible benefits to members. However, institutional capacity 

building and the expansion of external networks remain necessary for the 

sustainability of management. 

 

Kata Kunci: collective action and cooperation, information and communication, 

organizations and networks, social cohesion and inclusion, trust and 

solidarity  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Pengelolaan hutan secara berkelanjutan merupakan isu strategis dalam 

pembangunan lingkungan dan sosial di Indonesia. Salah satu pendekatan yang 

diakui efektif adalah Perhutanan Sosial, yaitu sistem pengelolaan hutan yang 

melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan, menjaga keseimbangan ekologi, dan memperkuat dinamika sosial 

budaya (Zulkarnain, 2021). Program Perhutanan Sosial ditetapkan sebagai 

pendekatan strategis dalam merespons tantangan degradasi lingkungan dan 

deforestasi, sekaligus berperan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan 

(Puteri dan Puspaningrum, 2024). Program perhutanan sosial mencakup berbagai 

skema seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK) (Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). 

Salah satu skema yang berkembang pesat adalah Hutan Kemasyarakatan 

(HKm), yang memberikan izin kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola 

kawasan hutan negara secara lestari dengan sistem agroforestri. Melalui skema 

ini, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga berperan 

dalam menjaga fungsi ekologis hutan. Hutan Kemasyarakatan merupakan bentuk 

intervensi negara dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui pemberian izin 

kelola hutan dengan prinsip agroforestri (Syalihin et al., 2025).  

Keberhasilan pengelolaan HKm tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan 

kebijakan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dalam 

masyarakat. Salah satu solusi dari berbagai tantangan dalam pengelolaan HKm 

adalah memperkuat modal sosial. Modal sosial adalah norma informal yang 

terwujud dan mendorong kerja sama antarindividu (Fukuyama, 2001). Modal 

sosial, menurut Putnam (1995), terdiri dari tiga unsur utama, yaitu norma, 
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kepercayaan, dan jaringan. Pentingnya modal sosial terletak pada kemampuannya 

dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan koordinasi, serta 

memperkuat komitmen kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat terbukti dapat 

meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan efektivitas pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat (Syafitri et al., 2024). Selain itu, masyarakat dengan modal 

sosial yang tinggi umumnya memiliki tingkat kepatuhan terhadap aturan yang 

lebih baik, tingkat kepercayaan yang tinggi, serta jaringan sosial yang kuat 

sehingga mampu bekerja sama secara efektif (Sabar et al., 2022). Sebaliknya, 

lemahnya modal sosial dapat memicu konflik, menurunkan partisipasi, serta 

berpotensi menyebabkan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan 

(Silooy et al., 2024). 

Salah satu contoh implementasi HKm yang menarik untuk dikaji adalah 

Gapoktanhut Pujo Makmur di kawasan hutan lindung Pematang Kubuato, 

Register 20, di bawah pengelolaan KPH Pesawaran. Sebelum memperoleh izin 

resmi pada tahun 2021, kelompok ini telah melakukan penanaman pohon Multi-

Purpose Tree Species (MPTs) sejak 2008 (Duryat et al., 2024). Selama beberapa 

generasi, Gapoktanhut Pujo Makmur telah memiliki kesempatan untuk 

menerapkan dan mempertahankan agroforesti di lahan yang digarap (Rufaidah 

dan Harianto, 2024). Praktik pengelolaan ini dilakukan mengacu pada Peraturan 

Menteri Kehutanan No: P.37/MENHUT-II/2007 yang menerapkan sistem 

agroforestri tanpa menebang pohon kehutanan (Surnayanti et al., 2024). Aktivitas 

pengelolaan yang dilakukan secara kolektif mengindikasikan adanya peran modal 

sosial dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan. 

Kajian mengenai modal sosial cenderung hanya menyoroti tiga komponen 

dasar modal sosial. Padahal, pendekatan yang lebih komprehensif telah 

dikembangkan oleh World Bank yang mengidentifikasi enam elemen modal 

sosial: organisasi dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan kerja 

sama, informasi dan komunikasi, kohesi dan inklusi sosial, serta pemberdayaan 

dan aksi politik (Grootaert et al., 2004; Dudwick et al., 2006; Jones dan 

Woolcock, 2007). Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih luas 

mengenai bagaimana modal sosial bekerja dalam suatu kelompok masyarakat. 
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Penelitian ini juga hadir untuk mengkaji elemen-elemen yang belum banyak 

disentuh, khususnya pada aksi kolektif dan kerja sama dalam konteks pengelolaan 

HKm. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji 

secara mendalam bagaimana unsur-unsur modal sosial berperan dalam 

pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat modal sosial masyarakat 

dalam mendukung keberhasilan pengelolaan HKm. Hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1 Bagaimana unsur modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan 

kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran? 

2 Seberapa tinggi tingkat modal sosial dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan 

di Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1 Mengidentifikasi unsur modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan 

kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran, Kabupaten 

Pesawaran, Provinsi Lampung. 

2 Mengevaluasi tingkat modal sosial masyarakat terkait pengelolaan hutan 

kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur, KPH Pesawaran, Kabupaten 

Pesawaran, Provinsi Lampung. 

 

 

1.4. Kerangka Pemikiran 

Sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat di lokasi Hutan 

Kemasyarakatan dapat diolah dan memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat 

sekitar hutan. Salah satu lokasi yang masyarakat turut berpartisipasi dalam 

pengelolaan dan pengembangan serta memiliki unsur modal sosial dalam 

pengelolaannya adalah Gapoktanhut Pujo Makmur, Kesatuan Pengelolaan Hutan 
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(KPH) Pesawaran. Modal sosial yang dimaksud terdiri dari enam unsur utama, 

yaitu aksi kolektif dan kerja sama, kepercayaan dan solidaritas, Organisasi dan 

jaringan, informasi dan komunikasi, kohesi sosial dan inklusi, serta pemberdayaan 

dan aksi politik. Keenam unsur modal sosial berperan penting dalam membentuk 

tingkat keterlibatan masyarakat, pola pengambilan keputusan, pelaksanaan tata 

kelola hutan, hingga keberhasilan pengelolaan agroforestri. Identifikasi dan 

pengukuran setiap unsur modal sosial diperlukan untuk memahami bagaimana 

karakteristik hubungan antara manusia dan lingkungan bisa menjadi modal utama 

dalam pelaksanaan dan pengembangan HKm. Diharapkan akan tercipta 

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta peningkatan 

kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan ini, dibutuhkan informasi 

langsung dari masyarakat selaku pelaku utama dalam pengelolaan dan 

pengembangan lokasi dengan wawancara. Runtutan penelitian yang telah 

dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Gambaran Lokasi Penelitian 

 Letak geografis KPH Pesawaran di Kecamatan Padang Cermin 105°3′41.28″–

105°10′14.88″ BT dan 5°37′6.25″–5°47′15.61″ LS. KPH Pesawaran sebagian 

kawasan Hutan Lindung Register 20 Pematang Kubuato yang berada di 

Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan luas lahan ±11.204 ha. 

Kemudian, berdasarkan Tata Hutan BPKH Wilayah II Palembang tahun 2013, 

luas wilayah KPH Pesawaran berubah menjadi 10.903,56 ha (Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Pesawaran, 2015). Berdasarkan fungsinya dalam peraturan 

perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, hutan dibagi ke 

dalam tiga fungsi, yaitu hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi 

(Arba dan Yuniansari, 2023). Tata hutan pada KPH Pesawaran dikelola 

berdasarkan blok. Wilayah pengelolaan KPH Pesawaran terbagi menjadi 3 blok, 

yaitu blok inti, blok pemanfaatan hutan lindung dan blok pemanfaatan hutan 

produksi. Berdasarkan kondisi tutupan lahanya, di KPH Pesawaran terdapat 

beberapa potensi alam yang didapatkan, yaitu adanya potensi kayu di mana yang 

paling besar ditanam adalah Gintung (Bischofia javanica), Kelempanya 

(Neoloamarckia cadamba), Laosan, Marak dan Rempelas. Untuk potensi tanaman 

unggul program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) KPH Pesawaran seperti pala, 

cengkeh, serai wangi, kapulaga, kemiri dan nilam (Mayuddin et al., 2024). 

KPH Pesawaran memiliki Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut), 

salah satunya adalah Gapoktanhut Pujo Makmur. Gapoktanhut Pujo Makmur 

merupakan salah satu gabungan kelompok tani hutan yang mendapatkan izin 

HKm sejak tahun 2021 seluas 534 ha di dalam kawasan hutan lindung Pematang 

Kubuato Register 20 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Pesawaran (Duryat et 
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al., 2024). Secara administratif, di Dusun Pujo Raharjo, Desa Banjaran, 

Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, terdapat 5 (lima) Kelompok 

Tani Hutan (KTH): KTH Pujo Makmur, KTH Wono Harjo, KTH Citra Tani, 

KTH Serumpun Jaya, dan KTH Pujo Raharjo (Gapoktanhut Pujo Makmur, 2021). 

Petani hutan Gapoktanhut Pujo Makmur memanfaatkan lahan hutan 

kemasyarakatan dengan menanam berbagai jenis tanaman kehutanan dan 

nonkehutanan. Dalam pengelolaannya, petani diberikan izin mengelola lahan 

hutan dengan syarat tidak menebang pohon, sehingga petani mengombinasikan 

berbagai jenis tanaman untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas lahan 

secara berkelanjutan. Terdapat beberapa keunggulan dalam sistem agroforestri 

yang diterapkan di Gapoktanhut Pujo Makmur dari sisi ekologis, ekonomi, 

maupun sosial. Salah satu contoh keunggulannya adalah pada pola penanaman 

agroforestri kapulaga dan tanaman lainnya di Gapoktanhut Pujo Makmur, terdapat 

keanekaragaman tanaman dengan 19 spesies dari 13 famili pada agroforestri 

kapulaga dan 17 spesies dari 11 famili pada non-kapulaga, termasuk komposisi 

yang terdiri dari tanaman kehutanan, pertanian, MPTs, serta semak-semak (Tsani 

et al., 2025). 

 

 

2.2. Perhutanan sosial 

 Perhutanan sosial merupakan semua bentuk pengelolaan hutan yang 

melibatkan masyarakat, baik di kawasan hutan milik negara, milik pribadi, 

maupun milik kelompok (Sami, 2020). Perhutanan sosial adalah konsep yang 

memberikan akses dan hak kepada masyarakat lokal untuk mengelola serta 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan 

(Pambudi, 2023). Sistem perhutanan sosial memiliki keterkaitan erat dengan 

pengelolaan agroforestri, di mana pola agroforestri memiliki prospek yang baik 

dan menjanjikan bagi petani untuk mencapai tujuan bersama (Roslinda et al., 

2023). Di bawah skema perhutanan sosial, masyarakat mendapatkan izin 

pengelolaan hutan, namun kepemilikan tanah tetap di tangan negara (Batalipu et 

al., 2023). 

 Program perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah 

Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses pengelolaan hutan negara bagi 
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masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan hutan (Lawasi, 2024). 

Program ini dianggap sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi deforestasi, 

degradasi lingkungan dan kemiskinan serta berkontribusi terhadap upaya 

pengentasan kemiskinan (Zuraidah et al., 2022). Selain itu, program ini juga 

dimaksudkan sebagai solusi atas permasalahan tenurial dan sebagai upaya 

keadilan bagi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan sumber daya hutan 

untuk kesejahteraan dan pelestarian lingkungan (Toha et al., 2023). Skema yang 

dikembangkan dalam perhutanan sosial antara lain Hutan Desa, Hutan 

Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.  

1. Hutan Desa  

Hutan Desa adalah kawasan hutan negara yang belum dibebani izin atau hak, 

yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa (P.49/Menhut-II/2008). Masyarakat yang tinggal di dalam dan di 

sekitar kawasan hutan memperoleh akses legal untuk mengelola hutan negara 

tempat mereka hidup dan bersosialisasi. Kawasan hutan yang dapat ditetapkan 

sebagai areal kerja. Hutan Desa meliputi hutan lindung dan hutan produksi yang 

belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, serta berada dalam 

wilayah administrasi desa yang bersangkutan (Salatalohy et al., 2022). 

Penyelenggaraan Hutan Desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat, yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan desa 

(Apriandana et al., 2021). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Hutan Desa diatur 

melalui sebuah lembaga khusus yang disebut Lembaga Pengelola Hutan Desa 

(LPHD). Lembaga Pengelola Hutan Desa berfungsi sebagai wadah bagi 

masyarakat desa dalam mengelola kawasan hutan secara kolektif, serta memiliki 

tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hutan yang berada di 

bawah pengelolaannya (Qurniati et al., 2017). 

2. Hutan Kemasyarakatan  

Hutan Kemasyarakatan adalah bentuk pengelolaan hutan negara yang secara 

khusus diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal yang 

bergantung pada kawasan hutan. Melalui pemberian izin pemanfaatan, masyarakat 

mendapat peluang untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, membuka peluang 

kerja, serta membantu mengatasi masalah sosial dan kemiskinan di sekitar 
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kawasan hutan. Kelembagaan berperan penting dalam pengelolaan HKm. Hal 

tersebut disebabkan oleh kelembagaan yang mengatur pengelolaan sumber daya 

agar tetap berkelanjutan. Adanya kelembagaan dapat menjadi dasar dalam 

melaksanakan program HKm karena saat ini masih ditemui kendala dan tantangan 

dalam pengelolaan (Larasati et al., 2021). Dengan kata lain, hutan 

kemasyarakatan adalah pemberdayaan dan pemberian kepercayaan kepada 

masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk mengelola 

hutan agar sesuai dengan kebutuhan sehingga kelestarian sumber daya hutan dapat 

dipertahankan. HKm ditetapkan oleh pemerintah pada masing-masing wilayah 

(Yani et al., 2017). Partisipasi masyarakat tidak hanya tercermin dalam 

keterlibatan fisik pada kegiatan pengelolaan hutan, tetapi juga dalam aspek 

kelembagaan lokal yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program. 

Efektivitas pengelolaan HKm sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat 

merasa memiliki dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga 

memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan keberhasilan pengelolaan hutan 

berbasis komunitas. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan partisipasi 

aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberlanjutan HKm (Ajijah et al., 

2022). 

3. Hutan Tanaman Rakyat  

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan skema pengelolaan hutan produksi 

yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi dengan 

tujuan meningkatkan potensi dan kualitas hutan melalui penerapan sistem 

silvikultur. Program ini dirancang untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan 

sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar (Arwanda et al., 

2021). Keberadaan HTR menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, dengan memberikan akses legal 

untuk mengelola lahan hutan produksi negara. Melalui skema ini, masyarakat 

diberi kesempatan untuk membangun dan mengembangkan hutan tanaman, 

sehingga hasil produksinya dapat dimanfaatkan secara ekonomi (Herwanti dan 

Kaskoyo, 2019). 

Selain mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, HTR juga berperan 

penting dalam menumbuhkan praktik kehutanan yang berkelanjutan. Dengan 
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pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, program ini diharapkan mampu 

menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian hutan (Mujetahid 

et al., 2021). Dengan keterlibatan aktif masyarakat, HTR juga mendorong 

terciptanya rasa memiliki terhadap sumber daya hutan, sehingga pengelolaan 

menjadi lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di sisi lain, program ini turut 

memperkuat ketahanan sosial ekonomi desa melalui diversifikasi sumber 

pendapatan berbasis kehutanan. 

4. Kemitraan Kehutanan 

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu skema yang dikembangkan 

sebagai pengganti dari skema sebelumnya, yaitu Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat (PHBM) (Ramadhan et al., 2022). Kemitraan Kehutanan adalah kerja 

sama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau 

pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau 

kesatuan pengelolaan hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, 

terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan, dan masyarakat yang tinggal di 

kawasan hutan, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan (Ricco et 

al., 2017). Skema ini menjadi dasar kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan 

memberikan akses legal kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan hasil 

hutan bukan kayu guna memenuhi kebutuhan hidup (Wulandari et al., 2024). 

Program perhutanan sosial di kawasan konservasi yang dikenal sebagai kemitraan 

kehutanan tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 9 Tahun. Dalam regulasi tersebut, kemitraan kehutanan didefinisikan 

sebagai bentuk kerja sama pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat 

setempat dengan pengelola hutan atau pemegang izin pemanfaatan hutan.  

Kewajiban dalam pelaksanaan kemitraan kehutanan juga diatur dalam Pasal 

244 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perizinan Pemanfaatan 

Hutan. Dalam skema ini, aspek kelembagaan masyarakat, jenis komoditas yang 

dibudidayakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme 

pembagian hasil pemanfaatan diatur melalui kesepakatan tertulis yang dituangkan 

dalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK) (Azizah et al., 2024). Kemitraan 

kehutanan juga merupakan upaya strategis untuk mengatasi permasalahan 

degradasi, deforestasi, dan perambahan hutan. Melalui pola kemitraan dalam 
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pengelolaan hutan, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga 

masyarakat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mencegah 

terjadinya konflik (Wandira et al., 2020). 

5. Hutan Adat  

Hutan Adat merupakan hutan yang dimiliki oleh suatu marga atau komunitas 

adat, yang menjadi warisan nenek moyang dan dikelola secara bersama dalam 

wilayah ulayat dengan sistem kelembagaan dan aturan adat sendiri. Dalam 

konteks ini, masyarakat adat memiliki hak penuh sebagai pengelola hutan tersebut 

tanpa campur tangan dari pemerintah atau negara. Putusan Mahkamah Konstitusi 

(MK) Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penguasaan dan pengelolaan 

hutan adat sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat, sehingga hak 

konstitusional masyarakat dapat dikembalikan. Putusan MK ini merupakan 

keputusan penting yang menyerahkan status kepemilikan, penguasaan, dan 

pengelolaan hutan adat dari negara kepada masyarakat adat. Secara konstitusional, 

putusan tersebut mengakui keberadaan hutan adat dan masyarakat hukum adat, 

meskipun tidak mengatur secara lengkap persyaratan pengakuan keberadaan 

masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kehutanan 

(Saragih et al., 2023). Hutan Adat merujuk pada kawasan hutan yang berada 

dalam wilayah masyarakat hukum adat, di mana pengelolaannya dilandasi oleh 

norma maupun aturan adat setempat. Pengakuan negara terhadap Hutan Adat 

melalui putusan Mahkamah Konstitusi menjadi landasan penting untuk 

melindungi hak-hak masyarakat adat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-

nilai budaya lokal terkait pengelolaan sumber daya hutan (Burhani, 2025). 

 

 

2.3. Hutan Kemasyarakatan  

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan kawasan hutan milik negara yang 

dapat dikelola oleh masyarakat dengan tujuan menambah pendapatan masyarakat 

tanpa merusak fungsi hutannya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

2021). Program hutan kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk 

pemberdayaan yang dikelola langsung oleh masyarakat dengan tujuan 

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat berdasarkan aspek lingkungannya 

(Ramadani et al., 2021). Program HKm memberikan dampak yang positif pada 
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petani anggota HKm berupa perubahan aset-aset penghidupan masyarakat seperti 

modal sosial (Ayu et al., 2022). Hutan kemasyarakatan menekankan pentingnya 

pelestarian ekologi tanpa meninggalkan kepentingan sosial ekonomi masyarakat 

setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani dari kegiatan 

agroforestri di areal HKm adalah luas areal garapan, jumlah jenis tanaman yang 

sudah berproduksi dan pelatihan yang diikuti oleh petani (Puspasari et al., 2017). 

Penerapan hutan kemasyarakatan akan meningkatkan akses dan kapasitas 

pengelolaan hutan yang lestari pada masyarakat sekitar kawasan hutan serta dapat 

menjamin ketersediaan suatu lapangan kerja bagi masyarakat sehingga 

mengurangi angka pengangguran dan menjadi solusi dari permasalahan ekonomi 

dan sosial masyarakat (Syafitri et al., 2024). 

 Pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm) masih menghadapi beberapa 

permasalahan, diantaranya masih kurang ketatnya kebijakan tentang pemanfaatan 

hutan yang mengakibatkan banyaknya kerusakan sumber daya hutan akibat 

eksploitasi, serta pendapatan masyarakat yang menurun karena semakin sulitnya 

mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya hutan (Perdana et al., 2021). 

Maka dengan itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm sangat penting 

untuk mencapai keberhasilan program ini. Faktor-faktor seperti kelompok dan 

jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan kerja sama, informasi dan 

komunikasi, kohesi dan inklusi sosial, dan juga pemberdayaan dan aksi dapat 

memengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Dengan demikian, penguatan modal 

sosial menjadi kunci dalam pengelolaan HKm yang efektif (Puspita, 2019).  

 Efektivitas pengelolaan HKm dipengaruhi oleh pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat. Kepatuhan terhadap peraturan dan kesepakatan bersama 

menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk 

bimbingan teknis dan pengawasan juga sangat penting. Dengan sinergi antara 

masyarakat dan pemerintah, pengelolaan HKm dapat berjalan dengan baik. 

Pengelolaan HKm juga berdampak pada kinerja kelembagaan lokal. Keterlibatan 

lembaga adat dan kelompok tani dalam pengelolaan hutan dapat memperkuat 

struktur sosial di masyarakat (Pratami et al., 2022).  
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2.4. Modal Sosial 

Konsep modal sosial pertama kali diperkenalkan oleh Lyda Judson Hanifan 

pada tahun 1916, yang memaknainya bukan sebagai aset material, melainkan 

sebagai sumber daya nonfisik yang memiliki peran penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Modal sosial merujuk pada kumpulan nilai dan norma yang 

bersifat informal dan terbagi secara spontan di antara anggota suatu kelompok, 

sehingga memungkinkan terjalinnya kerja sama sosial (Fukuyama, 2002). Unsur-

unsur seperti niat baik, rasa persahabatan, simpati, serta hubungan dan kolaborasi 

antarindividu maupun keluarga menjadi bagian integral dari modal sosial dalam 

komunitas. Portes (2000) membedakan modal sosial ke dalam dua kategori, yaitu 

aset milik individu dan aset kolektif. Sementara itu, Woolcock (1998) 

mendeskripsikan modal sosial sebagai kumpulan informasi, kepercayaan, dan 

norma timbal balik yang melekat dalam jaringan sosial seseorang. Cox (1995) 

turut menekankan pentingnya jaringan, norma, dan kepercayaan sosial dalam 

memperlancar koordinasi dan kolaborasi demi kepentingan bersama. Secara 

keseluruhan, modal sosial terdiri atas aturan, kewajiban, norma timbal balik, dan 

kepercayaan yang membentuk struktur sosial serta institusi masyarakat, sehingga 

memungkinkan anggota komunitas mencapai tujuan baik secara individu maupun 

kolektif. 

Modal sosial merupakan hal yang akan terus-menerus ada untuk kehidupan 

sehari-hari, baik bagi individu maupun kelompok menuju tujuan bersama. 

Hubungan ini terbentuk melalui interaksi sehari-hari yang dilandasi oleh rasa 

saling percaya, nilai kebersamaan, serta norma sosial yang berlaku. Modal sosial 

memiliki peran yang penting dalam kemajuan kehidupan masyarakat karena 

modal sosial mampu menjadi dasar pembangunan manusia, ekonomi, sosial dan 

politik (Nurindah, 2021). Kajian mengenai modal sosial penting dilakukan karena 

berperan strategis dalam membangun ikatan sosial yang kuat, sehingga dapat 

menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan 

unsur modal sosial yang paling berpengaruh di masyarakat. Modal sosial yang 

kuat juga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan hutan 

(Heryanto, 2020). 
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Pemahaman tentang modal sosial terus diperluas dan diperkuat oleh berbagai 

penelitian terbaru. Misalnya, menurut Putra et al. (2022), modal sosial kini juga 

dipandang sebagai faktor penting dalam memperkuat resiliensi masyarakat 

menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Studi oleh Fan et al. (2023) 

menegaskan bahwa modal sosial yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kohesi sosial, terutama di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi. Dengan 

demikian, modal sosial tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga 

semakin penting dalam dinamika masyarakat modern saat ini. 

Modal sosial memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya 

hutan, terutama dalam konteks perhutanan sosial. Modal sosial mencakup elemen 

seperti kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang dapat mendorong kerja sama 

dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan (Puspita et al., 2020). 

Keberadaan modal sosial yang kuat dapat meningkatkan efektivitas program 

perhutanan sosial dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan konservasi. Hal ini sejalan 

dengan temuan Nababan (2015). yang menunjukkan bahwa modal sosial 

berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan hutan secara 

berkelanjutan  

Modal sosial mempunyai enam pilar utama menurut Grootaert et al., 2004; 

Dudwick et al., 2006; Jones dan Woolcock 2007:  

a. Organisasi dan Jaringan 

Organisasi adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan saling 

bergantung satu sama lain. Sedangkan jaringan adalah hubungan konektif yang 

menghubungkan individu maupun kelompok dalam suatu sistem sosial yang 

memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya. Jaringan sosial tidak 

hanya sekadar hubungan antarindividu, tetapi juga mencakup pola interaksi yang 

memengaruhi perilaku dan keputusan kelompok. Variabel jaringan sosial 

memiliki beberapa indikator yang termasuk di dalamnya, seperti adanya 

partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerja sama, dan keadilan 

(Suparyana et al., 2022). Jaringan sosial berperan penting dalam memperkuat 

modal sosial dan meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam kelompok. 
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b. Kepercayaan dan Solidaritas 

Kepercayaan adalah kesiapan seseorang untuk bergantung pada orang lain 

berdasarkan keyakinan terhadap integritas dan kemampuannya. Kepercayaan ini 

erat kaitannya dengan solidaritas, yaitu perasaan kebersamaan, kesatuan tujuan, 

dan empati antaranggota kelompok. Kepercayaan merupakan fondasi utama 

modal sosial yang memperkuat solidaritas dan kohesi sosial, sehingga 

meningkatkan kemampuan kelompok dalam menghadapi tantangan bersama. 

Solidaritas antarindividu tercermin dari rasa kebersamaan yang terjalin di antara 

anggota kelompoknya. Kerukunan dan persatuan masyarakat yang kental dapat 

dilihat dari tradisi saling mengunjungi teman atau saudara (silaturahmi), 

pertukaran informasi, pengalaman, dan kebersamaan (Qurniati et al., 2017). 

c. Aksi Kolektif dan Kerjasama 

Aksi kolektif adalah proses pengambilan keputusan bersama yang bertujuan 

untuk kepentingan bersama. Kerja sama adalah usaha bersama antara individu 

atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Modal sosial 

berperan dalam meningkatkan kesadaran bersama terhadap berbagai peluang yang 

bisa digunakan, sedangkan kegiatan aksi kolektif menjadi metode efektif untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan aksi kolektif dan sikap 

kooperatif terlihat dari interaksi antaranggota dalam suatu kelompok maupun saat 

menghadapi masalah atau situasi krisis (Nugraha, 2022). 

d. Aspek Informasi dan Komunikasi 

Komunikasi dan informasi adalah proses di mana individu, kelompok, 

organisasi, atau masyarakat menciptakan, menyebarkan, dan menggunakan 

informasi untuk membangun hubungan dan berinteraksi dengan lingkungan 

sosialnya. Modal sosial dapat dilihat sebagai saluran komunikasi yang efektif 

antarindividu dan kelompok. Komunikasi yang efektif antarindividu dan 

kelompok. Komunikasi yang baik memperkuat hubungan sosial dan mendukung 

pertukaran informasi yang positif (Usman et al., 2024).  

e. Aspek Kohesi Sosial dan Inklusi 

Kohesi sosial dan inklusi merujuk pada rasa nyaman dan diterimanya individu 

ketika bergabung dan berinteraksi dalam suatu kelompok, yang menciptakan rasa 

kebersamaan dan mengurangi perasaan terasing. Kohesi dan inklusi adalah ikatan 
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sosial yang kuat dan potensi kemampuan untuk mengikutsertakan atau 

mengecualikan anggota komunitas. Kohesi dan inklusi dapat merepresentasikan 

rasa aman dalam pemenuhan kebutuhan, memicu konflik dalam kelompok, dan 

mengucilkan anggota dari berbagai kegiatan. Kohesi dan inklusi sosial  

memberikan kenyamanan pribadi dalam bergabung dan berinteraksi dalam 

kelompok. 

f. Aksi Pemberdayaan dan Aksi Politik 

Modal sosial berperan penting dalam aksi pemberdayaan masyarakat dengan 

menjadi elemen penguat jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperbaiki kondisi 

sosial dan ekonomi. Dalam konteks aksi pemberdayaan, modal sosial 

memfasilitasi peningkatan akses informasi, kapasitas organisasi, dan inklusivitas 

yang memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok produktif dan gotong 

royong yang memacu kemajuan komunitas secara berkelanjutan. Sementara itu, 

dalam aksi politik, modal sosial berfungsi sebagai sumber daya sosial yang 

memperkuat jaringan dan kepercayaan antara aktor politik dan masyarakat, 

meningkatkan efektivitas kampanye dan partisipasi politik, terutama di era digital 

dengan peran media sosial dalam membangun dukungan dan legitimasi politik. 

Modal sosial sebagai fondasi interaksi dan kerja sama sosial menjadi kunci dalam 

mendorong keberhasilan kedua aksi tersebut secara sinergis (Kusmin, 2023). 

Pentingnya modal sosial dalam pengelolaan hutan juga terlihat dalam konteks 

kemitraan kehutanan. Kerja sama yang baik ini berkontribusi pada pelestarian 

hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, modal sosial dapat 

mendukung program perhutanan sosial dengan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program (Zuraidah et al., 2022). 

Dengan modal sosial yang kuat, masyarakat lebih termotivasi untuk terlibat aktif 

dalam program perhutanan sosial, seperti hutan tanaman rakyat atau hutan 

kemasyarakatan. Hal ini dapat meningkatkan keberhasilan program dan 

memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.  

Secara keseluruhan, modal sosial merupakan aset penting dalam pengelolaan 

hutan yang berkelanjutan. Keberadaan modal sosial yang kuat dapat 

meningkatkan partisipasi, kerja sama, dan efektivitas program pengelolaan hutan. 
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Dengan demikian, upaya penguatan modal sosial, seperti membangun 

kepercayaan, memperkuat jaringan sosial, dan mempromosikan norma positif, 

perlu menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan hutan (Isnain, 2024). 

Dengan demikian, kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud 

secara harmonis. Namun, perlu dicatat bahwa modal sosial tidak selalu berdampak 

positif jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, jaringan sosial yang eksklusif 

dapat menghambat partisipasi kelompok lain atau menciptakan ketidakadilan 

dalam distribusi manfaat. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa modal 

sosial yang ada bersifat inklusif dan mendukung keadilan sosial dalam 

pengelolaan hutan. Pendekatan ini dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan 

hutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sabar et al., 2022). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2025 di Gabungan Kelompok 

Tani Hutan (Gapoktanhut) Pujo Makmur, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Pesawaran, Dusun Pujo Raharjo, Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, 

Kabupaten Pesawaran. Lokasi penelitian ini dipilih karena pada tahun 2023 

Gapoktanhut Pujo Makmur menerima penghargaan sebagai Mitra Kerja Terbaik 

di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada peringatan Hari Bakti 

Rimbawan ke-40, serta pada Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) tahun 

2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, 

Kementerian Kehutanan pada 21 Agustus 2025. Kabupaten Pesawaran, menerima 

penghargaan kategori Pemerintah Daerah terbaik dalam mendukung program 

Perhutanan Sosial.  

 

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 
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3.2.Alat dan Objek Penelitian  

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis kantor (ATK), 

kuesioner, laptop/komputer dan kamera/handphone. Objek penelitian ini adalah 

anggota Gapoktanhut Pujo Makmur di KPH Pesawaran yang terlibat langsung 

dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm).  

 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder  

3.3.1. Jenis Data  

a. Data Primer 

Data primer pada penelitian ini adalah data yang akan dikumpulkan melalui 

wawancara menggunakan kuesioner dari petani agroforestri KPH Pesawaran. 

Contoh datanya adalah 1) karakteristik individu responden, yaitu umur, jenis 

kelamin, agama, pendidikan formal, pendidikan nonformal, status tempat tinggal, 

pendapatan rumah tangga (Rp/bulan), jumlah anggota keluarga yang bekerja, 

jumlah tanggungan keluarga, rata-rata lama tinggal (orang/tahun) dan suku 

(orang). 2) modal sosial yaitu kelompok dan jaringan, kepercayaan dan 

solidaritas, aksi kolektif dan kerja sama, kohesi dan inklusi sosial, informasi dan 

komunikasi, dan pemberdayaan dan aksi politik.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mencari, menganalisis, 

mengumpulkan, mempelajari buku-buku dan literatur lainnya yang dipakai 

sebagai bahan referensi, misalnya data gambaran umum Gapoktanhut Pujo 

Makmur, Dusun Pujo Raharjo, Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, 

Kabupaten Pesawaran. 

 

 

3.3.2. Sumber Data 

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung di 

lapangan yang dibantu dengan kuesioner dan observasi. Pengumpulan data 

dilakukan untuk memperoleh informasi penting terkait data primer yang 
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dibutuhkan. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan untuk menambah informasi 

data melalui berbagai sumber seperti jurnal, buku dan artikel lainnya. 

 

 

3.4. Populasi dan Pengambilan Sampel 

 Gapoktanhut Pujo Makmur memiliki lima Kelompok Tani Hutan (KTH). 

Anggota Gapoktanhut keseluruhan berjumlah 205 orang petani dimana KTH Pujo 

Makmur memiliki anggota sebanyak 43 orang, KTH Wono Harjo memiliki 

anggota sebanyak 31 orang, KTH Citra Tani memiliki anggota sebanyak 41 

orang, KTH Serumpun Jaya memiliki anggota sebanyak 50 orang dan KTH Jaya 

Tani memiliki anggota sebanyak 40 orang 

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan simple random sampling karena 

jumlah populasi anggota yang banyak (lebih dari 100), maka dilakukan 

pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus 

Slovin. Banyak sampel yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

n =
N

1 + N(e)2
 

Keterangan:  

n  = Ukuran sampel (responden)  

N = Ukuran populasi  

e  = Tingkat kesalahan yang masih ditolerir sebesar 10 % 

1  = Bilangan konstan 

 

Pengambilan sampel yang dilakukan di Gapoktanhut Pujo Makmur 

n = 
205

1+205(0,1)2
=

205

3.05
 = 67 sampel 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh jumlah sampel sebanyak 67 responden. 

Untuk sampel dari masing-masing KTH, dihitung dengan menggunakan rumus 

yaitu: 

n =
Ni

N
× 𝑛𝑖 

 

Keterangan:  

n : Jumlah Sampel yang akan diambil pada setiap kelompok 

N : Jumlah total populasi pada semua kelompok  

Ni : Jumlah populasi pada kelompok ke (i) 
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ni : Jumlah sampel pada semua kelompok  

Pengambilan sampel yang dilakukan di Gapoktanhut Pujo Makmur pada setiap 

KTH adalah:  

Kelompok Tani Hutan Pujo Makmur = 
43

205
× 67 = 14 

Kelompok Tani Hutan Wono Harjo = 
31

205
× 67 = 10 

Kelompok Tani Hutan Citra Tani = 
41

205
× 67 = 14 

Kelompok Tani Hutan Serumpun Jaya = 
50

205
× 67 = 16 

Kelompok Tani Hutan Jaya Tani = 
40

205
× 67 = 13 

Tabel 1. Jumlah Responden per KTH 

No Nama Kelompok Jumlah 

Anggota 

Sampel 

1 Kelompok Tani Hutan Pujo 

Makmur 

43 14 

2 Kelompok Tani Hutan 

Wono Harjo 

31 10 

3 Kelompok Tani Hutan Citra 

Tani 

41 14 

4 Kelompok Tani Hutan 

Serumpun Jaya 

50 16 

5 Kelompok Tani Hutan Jaya 

Tani 

40 13 

 Jumlah  205 67 

 

 

3.5. Analisis Data 

 Analisis data adalah metode yang dapat menjelaskan dan menerangkan data 

yang ada ke dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti. Data yang terkumpul 

dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui tabulasi silang secara terpisah 

terhadap enam elemen modal sosial. Uraian enam elemen modal sosial dianalisis 

dengan analisis deskriptif kualitatif yang akan digunakan untuk menguji unsur 

modal sosial. Permasalahan pada unsur modal sosial yang dapat menjawab tujuan 

pertama mengenai unsur-unsur modal sosial dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Unsur-Unsur Modal Sosial 

No Unsur-unsur Modal 

Sosial 

Indikator  Nomer 

Kuesioner 

1. Jaringan dan 

Organisasi 

1. Ketersediaan dan akses kelompok 

2. Partisipasi dalam organisasi 

sosial dan kelompok tani 

1. 1 sampai 5 

2. 6 sampai 10 

2. Kepercayaan dan 

Solidaritas 

1. Tingkat kepercayaan antar 

anggota 

2. Sejauh mana orang merasa bisa 

mengandalkan orang lain 

1. 1 sampai 4 

 

2. 5 samapai 7 

 

3. Aksi Kolektif dan 

Kerja Sama 

1. Tingkat keterlibatan dalam 

kegiatan kolektif  

2. Ketersediaan bekerja sama dalam 

kegiatan kelompok 

1. 1 sampai 2 

 

2. 3 sampai 5 

4. Informasi dan 

Komunikasi 

1. Sumber informasi yang 

digunakan masyarakat 

2. Sarana komunikasi yang dipakai 

dalam kelompok 

1. 1 dan 2 

 

2. 2, 4, dan 5 

5. Kohesi Sosial dan 

Inklusi 

1. Tingkat keterlibatan anggota 

dalam keputusan  

2. Tingkat konflik dan penyelesaian 

di kelompok 

1. 4 dan 5 

 

2. 1, 2, dan 3 

 

6. Pemberdayaan dan 

Aksi Politik 

1. Kemampuan membuat keputusan 

yang mempengaruhi kehidupan 

sehari-hari 

2. Partisipasi dalam kegiatan politik 

lokal atau advokasi terkait hutan 

1. 1 dan 2 

 

2. 3 dan 4 

 

Tingkat modal sosial dianalisis dengan membandingkannya dengan tingkat 

kelas yang ditetapkan oleh Uphoff (1999). Tingkat kelas dibagi menjadi kategori 

minimum, dasar, substansial dan maksimum. Kategori tingkat modal sosial 

menurut Uphoff (1999) dapat dilihat pada Tabel 3.



 
 

 

2
3
 

Tabel 3. Kontinum Modal Sosial (Uphoff 1999) 

Karakteristik Modal Sosial Minimum Modal Sosial Dasar Modal Sosial Substansial Modal Sosial Maksimum 

Komitmen 

terhadap 

kesejahteraan 

Tidak peduli pada kesejahteraan 

orang lain, lebih mementingkan 

kepentingan pribadi 

Hanya peduli pada 

kesejahteraan diri sendiri, 

bekerja sama ketika merasa 

diuntungkan saja 

Komitmen terhadap usaha 

bersama, akan bekerja 

sama karena bermanfaat 

juga bagi orang lain 

Komitmen terhadap 

kesejahteraan orang lain, 

selalu bekerja sama tanpa 

mencari untung 

Nilai-nilai Angkuh Efisiensi kerja sama Efektivitas kerja sama Peduli sesama 

Masalah Egois Biaya transaksi Aksi kolektif Pengorbanan diri 

Strategi Otonomi Kerja sama taktik Kerja sama strategis Peleburan minat 

Saling 

Menguntungkan 

Tidak dipertimbangkan Instrumental Dilembagakan Transenden 

Pilihan Keluar setiap tidak puas Ragu untuk berpendapat Pendapat perlu diperjelas Menerima hasil jika baik 

untuk semua 

Teori Permainan Bersaing akan kepentingan Memaksimalkan kepentingan 

sendiri yang masih ada manfaat 

untuk orang lain 

Memaksimalkan 

kepentingan sendiri dan 

orang lain untuk saling 

menguntungkan 

Memaksimalkan kepentingan 

orang lain untuk keuntungan 

bersama 

Fungsi Utilitas Saling bergantung, dengan hanya 

pada utilitas sendiri 

Mandiri, dengan utilitas sendiri 

yang ditingkatkan melalui kerja 

sama 

Saling bergantung dengan 

orang lain untuk 

kepentingan orang lain 

Sangat bergantung untuk 

kepentingan orang lain 

daripada kepentingan diri 

sendiri 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Unsur modal sosial masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di 

Gapoktanhut Pujo Makmur KPH Pesawaran tercermin melalui enam elemen 

utama: organisasi dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan 

kerja sama, informasi dan komunikasi, kohesi sosial dan inklusi, serta 

pemberdayaan dan aksi politik yang telah terbentuk dan berperan, dengan 

kekuatan pada tingginya kepercayaan, solidaritas, dan struktur organisasi yang 

jelas, namun kelemahan masih terdapat pada partisipasi dalam aksi kolektif, 

keterbatasan informasi dan komunikasi, rendahnya jejaring eksternal, serta 

pemberdayaan yang belum optimal, sehingga perlu penguatan untuk 

meningkatkan efektifitas pengelolaan HKm. 

2. Tingkat modal sosial masyarakat di Gapoktanhut Pujo Makmur berada pada 

kategori dasar hingga substansial berdasarkan kontinum Uphoff (1999). Pada 

tingkat dasar, modal sosial ditunjukkan oleh nilai-nilai, strategi, dan pilihan 

anggota sebagai landasan tindakan kolektif. Pada tingkat substansial, modal 

sosial tercermin dalam komitmen terhadap kesejahteraan, kemampuan 

menyelesaikan masalah, serta kerja sama yang saling menguntungkan, yang 

diperkuat oleh pertimbangan rasional melalui teori permainan dan fungsi 

utilitas, menunjukkan bahwa modal sosial telah berkembang dari sekadar 

norma menjadi praktik yang memberikan manfaat nyata bagi anggota 

kelompok. 

 

 

5.2. Saran  

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur 

memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan melalui 
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pelatihan manajemen organisasi, kepemimpinan, serta advokasi kebijakan agar 

masyarakat lebih mampu memperjuangkan kepentingan di tingkat lokal maupun 

regional. Selain itu, perluasan jaringan kerja sama dengan pihak eksternal seperti 

pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi sangat 

penting untuk meningkatkan akses terhadap informasi, pendanaan, serta dukungan 

teknis yang dapat memperkuat keberlanjutan pengelolaan hutan. Di sisi lain, 

pemberdayaan politik masyarakat juga perlu ditingkatkan agar modal sosial yang 

telah terbentuk tidak hanya berfungsi dalam lingkup internal kelompok, tetapi 

juga mampu memberikan pengaruh pada kebijakan pengelolaan hutan di tingkat 

yang lebih luas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan di Gapoktanhut Pujo Makmur dapat berjalan lebih efektif, 

berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan 

masyarakat sekitar hutan.
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